
BUPATI KERINCI 
PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR  Lf  TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN 

BUDIDAYA AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 
KABUPATEN KERINCI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KERINCI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4660); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679). 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang, 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019, 
Nomor 1); 

13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Kerinci; 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN 
BUDIDAYA AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN DAN 
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kerinci. 

5. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan; 

6. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Perikanan dan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Kerinci. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Kerinci. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
keahliannya, diluar jabatan struktural. 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit 
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Kerinci. 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Budidaya Aur 
Tawar Kabupaten Kerinci adalah UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar yang 
berada di Desa Talang Kemulun Kecamatan Keliling Danau dengan Wilayah 
Kerja Kabupaten Kerinci. 

11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya 
Air Tawar Kabupaten Kerinci. 

12. Tugas dan Fungsi adalah Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perikanan Budidaya Air Tawar Kabupaten Kerinci. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas 
Perikanan yang ditempatkan di UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kabupaten 
Kerinci. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar pada 
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci. 

A 



BAB III 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar merupakan unsur pendukung 
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Pasal 4 

(1) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Perikanan lingkup Pengelolaan Pembenihan Ikan. 

(2) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dalam melaksanakan tugas sebagaiman a 
dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan UPTD 

Perikanan Budidaya Air Tawar; 

b. pelaksanaan Produksi, Penyediaan dan distribusi benih unggul untuk ikan 
Budidaya dan ikan Perairan Umum; 

c. penerapan teknik pembenihan ikan Budidaya dan ikan Perairan Umum; 
a. Pelaksanaan operasional pembenihan ikan Budidaya dan ikan Perairan 

Umum meliputi pelaksanaan pembenihan, pengawasan kualitas benih, 
pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan 
ketrampilan pembenihan; 

d. pengendalian mutu benih melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik 
(CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu pembenihan ikan Budidaya dan 
ikan Perairan Umum; 

e. penyiapan benih ikan Budidaya dan ikan Perairan Umum untuk restocking di 
Sungai dan Danau; 

f. pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan 
penyakit ikan Budidaya dan ikan Perairan Umum; 

g. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan pembenihan ikan; 

h. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, 
perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas, terkait dengan 
tugas dan fungsinya; 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian. Kesatu 
Umum 
Pasal 5 

Susunan Organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan 
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci, sebagai berikut : 
a. Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Bagian Kedua 
Kepala UPTD 

Pasal 6 

Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai Tugas pokok memimpin, 
menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 
program dan kegiatan UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar sesuai dengan 
Peratu ran Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasnl 7 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Kepala 
UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2). 

Bagian Ketiga 

Kepala Sub bagian Tata Usaha 

Pasal 8 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar, meliputi perencanaan, pengelolaan 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta 
pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

Pasal 9 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program kerja UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar; 

b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan 
ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan 
dan pelaporan pada UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar; 

c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta 
rencana kerja UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar; 

d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep 
naskah dinas dan produk hukum UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar; 

e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD 
Perikanan Budidaya Air Tawar; 

f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, 
pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD Perikanan Budidaya Air 
Tawar; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 



Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja dan 
membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis serta bertanggung 
jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan 
kepada Kepala UPTD. 

(2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemarnpuan keuangan daerah. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 11 

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-
masing. 

Pasal 12 

(1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila 
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan i bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan 
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib 
mengadakan rapat berkala. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Nix 
Tawar pada Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 NOMCIT 
13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



BUPATI K RINCI, 

ADIR ZAL 

Pasal 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal  2 3 116u sus 	2019 

PARAF HIER UV-W.. 

S-gr/ 
ASISTEM ADMINK1RISI UMUM 

KEPALA BAGIAN ORCANISASI 

KASUBDAG 
_ 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal  29 %min 	2019 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

GASDINUL GAZAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR 

TELAP 
OLEH 

; 
KERINCi 
UOK. HK  

PENUH 
41'. ,3AG  HUKUM 

 

 

   

SEKDA KERINDI 



KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KASUBBAG TATA 
USAHA 

KEPALA UPTD 
PERIKANAN BUDIDAYA AIR 

TAWAR 

PARAF HIERAKHIS 

SEKDA KERINCI 

ASISTEM ADMINISTRASI UM.M 

TEL.ii. 	. 	 , 	• • i vA 
1 °LEH 

KASUB.,  , 
, 

DOK. HK  
s.‘ 	S  PENUM 
$ ..AG WHOM 

BUPATI KERINCI, 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR  Litt  TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERA.F1 
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA 
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 
KABUPATEN KERINCI 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR 

PADA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI 
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